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PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II 

SIDOARJO 

PBRATUP~ DABRAH KABUPATEft DAIRAB TIBGKAT II SIDOARJO 

JOHOR 10 TABU 1994 


TBNTAHG 

TATA CARA PBifAGIHAN PAJAX DAN RETRI BUSI 


DABRAH DBNGAM SURAT PAKSA 

DHRGAH RAHMAT TUHAft YANG MABA BSA 

BUPAlJ.'I KBPALA DABRAB TINGJCAT . II SIDOARJO 

Menimba:ng a . . bahwa Peraturan Daerah Kabupat e.n Da-er·ah Tingkat 
II Sidoarjo Homor 6 tahun 1976 tentang Cara 

nj lanJtan Penaoihan P jak clan Rett:ibusi Daerah 
deng·an Surat Paksa, yang disahkan ·C!epgan surat 
Gubernur ltepala Daerah Tingltat I Jawa Timur 
tang;al • 10 Pebruari 1978 NoJUOr HK/41/78, 
diundanoltan dal m Lembaran Dae~ah labupaten 
D rab Tinokat II Sidoarjp seri c pada tanogal 8 

ril 1978 Nomor 1, sudab tidak seauai laoi 
d ngan p rkembanoan keadaan dewasa ini, sehinooa 
perlu diperbaharui ; 

b. 	bahwa dalam rangk upaya inten.s ifikasi dan 
ekstensifikasi Pendapatan Asli ·oaerah serta 
peningkatan kesaaaran para wajib pajak dan 
retribusi daerah di dalam m menuhi Jtewajibannya 
membayar atau melunasi paj ak atau ~etribuai 

da rab, dipandang pex·lu u.ntuk menclta.pkan kembali 
ketentuan-ketentuan Tata cara Penagi,ban Pajak dan 
R tribusi Da rah deuoan surat Paksa, yang 
pengaturannya dituangkan dalam suatu Peraturan 
Daer h. 

Mengingat : 1 ~ 	 Undang-undano No or 5 tahun 1974 tentano Pokok 
pok~k Pemerintahan di Daerah ; 

•2. 	Undang-undang Bo or 12 tahun 1950 t~ntang Pemben­
tukan Daerah-da rah Kabupaten dalaa lin9kungan 
Propinai Jawa Ti ur, Juncto Undang-u_ndang Boaor 2 
tabun 1965 tentano Perubahan Batas Wilayah Kota­
praja surab ya dan D rah Tinokat li surabaya ; 

3. 	Undang- undang Komor 11 Drt t ahun . 1957 tentano 
Per turan Umwo Pajak Daerah ; 
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4. 	 Undang-undang Hornor 12 Drt tahun 1957 tentang 
Peraturan Umuni Retribusi Daerah ; 

5. 	 Undang-undang Hornor 19 tahun 1959 tentang 
Penetapan Undang-undang Darurat Hornor 27 tahun 
1957 tentang Penagihan Pajak Hegara dengan Surat 

,,, Paksa ; 	 · 
6. 	Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 1975 tentang 

~t: 	
Pengurusan~ Pertanggungjawaban dan Pengawasan 
Keuangan Daerah ; 

7. 	Peraturan Menteri Dalarn Negeri Hornor 14 tahun 
1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah ; 

8. 	Keputusan Menteri Keuangan Hornor 951/KHK.04/1983 
tentang Tata Cara Pelaksanaan Penagihan Pajak dan 
Penunjukan Pejabat yang berwenang mengeluarkan 
Surat Paksa ; 

9. 	Keputusan Menteri Dalam Hegeri Hornor 973-442 . 
tahun 1988 tanggal 26 Hei 1990 tentang Sistim dan 
Prosedur Manual Pendapatan Daerah. 

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah 
Tingkat II Sidoarjo, 

H E M U T U S K A N 

Menetapkan 	 PBRATURAN bAERAH KABUPATEN DAERAH TIHGKAT II 
SIDOARJO TEHTANG TATA CARA PBHAGIAHAN PAJAK DAN 
RETRIBUSI DAERAH DBNGAH SURAT PAKSA. 

... ,. ' 
B A B I 

KETEHTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud 
dengan 

·,._, 
{~·.,_, 

):-;,' 
.~) 

a. Pernerintah Daerah, adalah Pemerintah Kabupaten 
~~~I Daerah Tingkat II Sidoarjo ;·' 

b. 	Kepala Daerah, adalah Bupati Kepala Daerah 
~~~ [_"). 

...',
''"',. ' Tingkat II Sidoarjo ; 
,.. 

c. Wajib Pajak atau Retribusi Daerah, adalah orang 
atau Badan Hukum yang wajib atas pembayara~ pajak 
atau retribusi daerah ; 

d. 	Penunggak Pajak atau Retribusi Daerah, adalah 
wajib pajak atau retribusi daerah yang tidak 
membayar pajak atau retribusi daerah pada waktu­
nya ; 
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-~: .... 

· ·i~ . r,; 

e. 	Penan;quno Pajak atau Retribusi Daerah, adalah 
orang atau Badan Hukum yang bertang-ouno jawab 
atas pembayaran pajak atau retribusi daerah ; 

f. 	Surat Paksa, adalah surat perintah dengan paksa 
yang dikeluarkan oleh Kepala Daerah atau pejabat 
yano ditunjuk tanpa keputusan hakim kepada 
penangoung pajak atau retribusi daerah untuk 
membayar butang pajak atau retribusi daerah, 
denda dan t ambahan pembayaran lainnya dalam waktu 
yang ditetapk~n dan digunakan sebagai dasar untuk 
melakukan penyitaan ; 

g . 	 Juru Sita, adalah pejabat yang ditunjuk oleh atau 
.• 

atas kuasa .Kepala Daerah untuk melaksanakan surat 
paltsa ; 

h. 	Saks)i, ada lab orang yang menyaksikan pada saat 
I 	 dilaksanakan sita paksa, penyitaan dan pelelangan 

barang ; 
i. 	Dinaa Pendapatan Daerah, adalah Dinas Pendapatan 

daerab Kabupaten Daerab 'l'lnokat II Sidoarjo ; 
j. 	Pengadilan Negeri, adalah Pengadi lan Megeri yang 

daerah hukumnya meliputi tempat dilakukan surat 
paksa ; 

k . 	 Kas Da.erah , adalah Kas Pemerintah Daerah ; 
1. 	Pajak Daerah, adalah punoutan daerah menurut 

pe.raturan pajak yang ditetapkan oleh Pemerintah 
Daerab ; 

m. 	 Retribusi Daerah, adalah punoutan daerah sebagai 
pembayaran pemakaian atau karena memperoleh jasa 
pekerj.aan , usaha atau milik Pemerintah Daerah 
bagi yang berkepentinoan atau karena j asa yang 

/ diberikan P-emerintah. Daerah. 

. . I 

B A B II 

TA'l'A CARA PEMAGIHAM 

Pasal 2 

(1} Kepada Waj ib Pajak atau Retribusi Daerah yang 
belum melunasi kewajiban pembayaran pajak atau 
retribusi daerah pada waktunya yang telah di 
tentukan, dapat diberikan surat peringat an untuk 
selambat- lambatnya 7 ( tujuh ) hari harus 
melunasi jumlab pajak atau retribus i daerah yang 
menjadi tanggungannya ; 

...; 

I I, ·:~ 
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( 2) Apabila setelah waktu 1 ( .tujuh ) hari terhitung 
sejak diterimanya surat peringatan dimaksu-d pada 
~yat (1) Pasal ini, wajib pajak a t au retribusi 
daerah belwn melunasi pajak atau retribuai 
daerah yang menjadi ta.nggungannya , Kepala Daerah 
atau Pejabat yang ditunjuk mengeluarkan surat 
teguran kepada penunggak atau penanoguno pajak 
atau retribusi daerah untuk segera membayar atau 
melunasi pajak atau ·retribuai daerah yano 
menjadi tunggakan atau tangoungan serta denda 
dan tambahan-tambahan biaya lainnya yang belum 
dibayar atau dilunasi ; 

(3) 	Apabi la s~telah 1' (empat belas) hari' terhitung 
sejak tanggal diterimanya surat teguran dimaksud 
pada ayat {2) Pasal ini ternyata wa jib pajak 
atau retribusi daerah tetap belum melunasi 
tunggakan atau tangqungannya yang menjadi 
kewajibannya, Kepala Daerah atau Pejabat yang 
ditunjuk dapat menoaluarkan surat paksa. 

P~asal 3 

' ' 
Mengenai Pajak atau Retribuni Daerah , jika 

.~· \ ·. 	 ' ­ menurut Peratur n yang berlaku boleh dibayar secara 
mengangsur , dalam surat paksa dinyatakan bahwa 
seluruh .pajak atau retribusi daerah dan tambahan­
tambahan biaya l a innya dipungut se.kaligus. 

Pasal 4 

Jumlah tanggakan pajak atau retribusi daerah 
yang dapat ditagih dengan surat paksa se.rendah­
rendahnya , s ebe ar Rp . 100.000 ,00 { seratus ribu 
rupiah ) . 

Pasa l 5 

(1) 	Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan 
dal'm Pasal 31 Undang- undang Bomar 11 Drt tahun 
1957 dan Pasal 23, Undang-lL"'ldang Nomor 12 Drt 
tabun 1957, maka surat paksa atas pajak atau 
retribus i daerah memuat antara lain hal-hal 
sebaqai berikut : 
a. 	nama dan alamat penunggak pajak atau .re~ribusi daerab I 

b. 	 jenis pajak a tau r etribusi dae rah · yang .terhutang I 

c. 	tabun a tau masa pengenaan pajak atau 
retrib si daerah yang t erhutang . 

I 

d . DOtrtOr kohir yanq bersanqkutan ,. 

'\...- -'. 



5 


e. perincian jumlah uang yang terbutang dan .barus disetor ke Kas Daerab I 

f. 	perintab untuk seoera membayar uano yang 
terhutang itu denoan tidak mengurangi 
kewajiban untuk membayar biaya biaya .penuntut.an yang masib munokin akan timbul , 

(2) 	JUJilah uano yano terhutang dan harus disetor ke 
Kas Daerab dimaksud pada ayat (1) huruf e Pasal 
i ni, adalah sebagai beriJrut : 

a . 	 t unggakan pokok pajak atau retribusi daerah 
dan tambahan- tambahan biaya lai nnya ; 

b. 	kenaikan pembayaran karena tidak membayar 
tepat pada waktunya yaitu berupa denda 
berdasarkan peraturan yang berlaku ; 

c. 	biaya peringatan ; 
d. 	biaya teguran ; 
e . 	 biaya penerbitan surat paksa. 

Pasal 6 

(1) 	Surat Paksa dilaksanakan oleh pegawai yano 
ditunjuk dan dian~kat sebagai jur u sita oleh 
Kepala Daerah 

( 2) Sebelum memanoku jabatan, j uru s i ta harus 
menouoapkan eumpa.h atau janji yang lafalnya sama 
dengan sumpah atau janji yang berlaku bagi 
Pegawai Keqeri Sipil dihadapan Kepala Daerah ; 

(3) 	Sebelua melaksanakan surat paksa, juru sita 
mendapatkan persetujuan terlebib dahulu dari 
Kepala Dinas Pendapatan o.aerah. 

B A B III 
',• ' 

KBTENTUAN BIAYA 

Pasal 7 

Besarnya biaya penagihan pajak atau retribus.i 
c1aerah dengan surat paksa, ditentukan sebagai 
berikut : 
a. 	Biaya Penagihan : 

1 . 	 pembuatan surat per i ngatan , s ebesar Rp . 250,00 
( c1ua ratus lima pulub rupiah ) ; 

2. 	 pembuatan surat tequran, sebesar Rp. 250,00,00 
( <;tua ratus l i ma puluh rupiah ) ; 

3. 	pembuatan surat paksa, sebesar Rp . 500,00 
( lima ratus r upiah ) ; 

'I 

'· . 
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4. 	 penyampaian resmi surat paksa, sebesar 
Rp. ~00,00 ( lima ratus rupiah ) ; 

5. 	 pembuatan salinan surat paksa, sebesar 
Rp. 500,00 ( lima ratus rupiah ) ; 

6. 	pembuatan berita acara, sebesar Rp. 500,00 
{ lima' ratus rupiah ) ; 

7-. 	 penggantian ongkos jalan ba9_i juru sita 
pulang-per9i, sebesar Rp. 1.000,00 ( seribu 
ru·piah ) ; 

b. 	Biaya Penyitaan : 
1. 	penyitaan, sebesar Rp. 2.500,00 ( dua ribu 

lima ratus rupiah ) ; 
2. 	 pembuatan berita acara, sebesar Rp. 500,00 

( liam ratus rupiah ) ; 
3 . 	 penggantian ongkos jalan bagi juru sita 

pulanQ-pergi, sebesar Rp. 1.000,00 seribu 
rupiah ) ; 

4. 	honorarium bagi 2 ( dua ) orang saksi masing­
masing, sebesar Rp 1.000,00 ( seribu r upiah ); 

c. 	Biaya Pelelanoan : 
1. pelelangan, sebesar Rp. 5.000,00 ( lima ribu 

. ' rupiah ) ; 
2. untuk iklan disesuaikan dengan tarip yang 

.. 

"' 
, 

berlaku bagi harian ( koran ) yang memuat 
fl;..' 
'~~!' berita acara pelelangan tersebut . 


- -~:. 

..,. 

Pasal 8 

(1} 	Biaya-biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 
Peraturan Daerah ini, sepenuhnya disetorkan ke 
Kas Daerah melalui Bendaharawan Khusus Penerima 
pada .Diaas Pendapatan Daerah ; 

Dikecualikan dari ketentuan-ketentuan dimaksud 
... pada ayat (1) Pasal ini, biaya-biaya penyampaian~ 

::··- resmi surat paksa, pembuatan s alinan aurat 
paksa, pembuatan berita acara dan ongkos juru 
sita, biaya-biaya pelelangan, penyita.an dan 
biaya saksi ditetapkan oleh Kepala Daerah. 

'i 
I~ 

- ''it 	' B A B IV 
_;;. 

TATA CARA PBNYETORAK 

Pasal 9 

.:.i (1) Penyetoran -uang pajak atau retribusi daerah dan 
~: ( 

tambahan-tambahan biaya lainnya yang tercantum 
dalam surat paksa ke Kas Daerah, 'dilakukan 
sendiri oleh penunggak atau penanggung pajak 
atau retribusi daerah kepada pejabat yang 
berwenang menerimanya ; 

- \ 

http:penyita.an
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.'-;' ' 	 (2) Tidak dibenarkan jika penyetoran uang pajak atau 
~ "- retribusi daerah dan tambahan- tambahan biaya 

lainnya ya.ng di tagih dengan surat paksa ke Xas 
Daerah dilakukan oleh juru sita yang ber 
sanokutan, kecuali jika uang yang disetorkan Jte 
I<as Daerah tersebut merupakan basil penjualan 
barang- barang milik penunggak atau penanggung 
pajak atau ret r i busi daeral! yang disita , dengan 
catat an bahwa bukti penyetoran dimaksud terakbir 
ini oleh juru sita diberikan kepada penungak 
atau penanggung pajak atau retribusi daerah . 

B A B V 

P B M Y I T A A N 

Pasal 10 

(1) 	Penyitaan barang-barang milik penunggak pa j ak 
a t au retribusi daerahdilakukan oleh juru sita 
bilamana batas waJttu yang ditentukan dalam surat 
paksa telah lampau dan penunggak paja.k atau 
retribusi daerah belum melunasi kewajibannya ; 

~<;;': 
•l'j;' 

i!.J··
•• ,_z. (2 ) Dalam melakukan penyitaan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) Pas 1 ini, juru sita dibantu oleh 
2 ( dua ) orang saksi ~ Warga Megara Indones ia 

' . yang telah berusia 21 tahun keata.s dan dikenal 
oleh juru sita yang bersangkutan ; 

(3) 	Juru Sita me.mbuat Berita Acara .Penyitaan dan 
menempelkan salinan berita acara penyitaan 

r>::o· .· ;, ditempat umum atau ,gitempat tempat di mana 
~. t barang- barang bergerak dan atau tak bergerak 

milik penunggak atau penunggak disita ; 

(4) 	Saksi - saksi dimaksud pada ayat ( 2 ) Pasal ini ., 
ikut menandatangani berita acara ; 

Y, 
-'::,'>lj -

,('f.' ~~ 
·.-.., (5) 	Penyitaan barang- barang bergerak mi lik penunggak\:.f 

•: 

,, ._.,. 	 atau penanggung pajak atau retribusi daerah, 
'~!. ·.-:,it termasuk uang t unai dan surat- surat berharga 
J'! l meliputi juga barang-barano bergerak yang

.ft . berwujud yang berada ditangan orang lain,
:;:f' ; 	

kecuali : 
-~ .. ;·~..

' ,... ~:­
--:~--

·~ 	 a . perlengkapan penunggak atau penanggung pajak 
)' ;i;t~ 

, 	 atau ret ribusi daerah yang bersifat dinas ; 
•"f.; 

;1, 	 b. tempat tidur beserta perleng.kapan mili.k 
.... I 
~! \ 	 penunggak atau penanggung pajak atau
• -~;: ' 

{•;· 	 retribus i daerah dan anak- ana.knya, demikian'. 
-~t 	 pula pakaian- pakaian mereka .; 

( 

., 
;:.~ -- • ' 	 I 

.. ' 
--

-.~ 

- .--+-- - ­
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c. 	alat-alat pertukangan ; 
d. -persediaan makanan dan minuman untuk 1 (aatu) 

bu~an yang berada di rumah ; 
e. 	buitu-bU:Jtu yan~ bertalian dengan jabatan atau 

pe'terjaan penunggak atau penanggung pajak 
atau retribusi daerah, demikian p~la 

par kaka.s-perkakas dan alat-alat yang diguna­
kan untuk pendidikan maupun kebudayaan ; 

f. 	ternak yang semata- mata dipergunakan untuk 
menjalankan usaha penunggak atau penanggung 
pajak atau retribusi daerah. 

Pasal 11 

Apabila penunggak atau penanggung pajak atau 
retribusi daerah menolak untuk aaenyerahkan barang­
barang bergerak atau menolak ~eninggalkan barang­
barang tak berqerak miliknya, Kepala daerab 
me.ngeluarkan perintah tertulis kepada juru sita 

· 	untuk berusaha supaya pihak yang disita memenuhinya 
dengan bantuan Panitia Pen;adilan lfegeri atau jika 
perlu d.e.ngan alat kekuasaan negara. 

B A B VI 

P B L B L A N G A N 

Pasal 12 

(1) 	Apabila dalam tempo 1 ( satu ) bulan setelab 
'dilakukan penyitaan . barang si penunggak atau 
penanggung pajak atau retribusi daerah belum 
dapat menunjukkan tanda pelunasan hutang pajak 
atau retribusi daerahnya, Kepala Daerah atau 
pejabat yang ditunjuk dapa~ mengeluarkan 
perintah tertulis kepada · juru sita untuk 
melelano barang- barang yang telah di sita 

(2) 	Sebelum pelelangan dilaksanakan terlebib dabulu 
barus diadakan pemberitaan tentang pelelangan 
tersebut melalui surat kabar ( koran ) atau 
harian setempat dan media massa lain yang tarde­
kat, sekurang kurangnya 2 ( dua ) bulan ; 

(3) 	Biaya peiDDuatan berita lelang disesuaikan dengan 
tari'p yang berlakupada surat kabar ( koran ) 
atau harian yang memuat berita lelang tersebut 
dan biayanya dibebankan kepada si penunggak atau 
penar..q~ung pajak atau retribusi daerah . 
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Pasal 13 

Apabila dalam pelaksanaan pelelangan dari 
sebagian barang-barang milik penunggak atau penang­
gung pajak atau retribusi daerah yang di sita dipan­
dang te l ah de1pat mencukupi hutang dari pajak atau 
retribusi daerah dan biaya lairi sebagaimana tersebut 
dalam Pasal 7 Peraturan Daerah ini selebihnya dikem­
balikan kepada penunggak atau penanggung pajak atau 
retribusi daerah yang bersangkutan. 

B A B VII 
!' 

KETENTUAN LAIN DAN PENUTUP 

Pasal 14 
... 

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan 
Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan:\=­., 

~- diatur lebih lanj ut oleh Kepala Daerah. 
- ;>-' 

Pasal 15 

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, 
Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoar­
jo Nomor 6' tahun 1976 tentang Cara Menjalankan 
Penagihan dan Retribusi Daerah dengan Surat Paksa 
dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi. 

Pasal 16 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada 
tanggal diundangkan. 

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, 
mernerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah 1n1 
dengan penempatannya dalam Lernbaran Daerah Kabupaten 

',./ Daerah Tingkat · II Sidoarjo. 

__.;. '~---·-'~·:~ 
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P E N J E L A S A M 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DABRAH TINGKAT II SIDOARJO 

. 
NOMOR 10 TAHUN 1994 


TENTANG 

TATA CARA PBNAGIHAN PAJAK DAM RITRIBUSI DARRAH 


DBNGAff SURAT PAXSA 


I . PEHJELASAI UMUM 

Pendapatan Asli Daerah berupa pajalt dan retribusi daerah 
mempunyai peranan yang pant ing untuk menunjang pembanounan dan 
penyelenggaraan pemerintahan otonomi daerah yang nyata dan ber­
tanooung jawab, sesuai dengan jiwa dari Undang- undang Nomor 5 
tahun 1974 tentang Pokok--pokolt Pamerintahan di Daerah . 

Oleh kar na itu dalam upaya peningkatan pendapatan asli 
daerah, perlu diupayakan intensifikas i dan eJtstensifikasi pajak 
dan retribuai daerah serta peningkatan kesadaran masyarakat, 
khususnya para wajib pajak dan retribusi daerab di dalam memenubi 
kewajibannya membayar atau melunasi pajak dan retribusi daerab 
yang menjadi tanggungan atau tungoakannya. 

Sehubungan dengan hal- hal tersebut, maka Peraturan daerah 
Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo Nomor 6 tahun 1976 tentang 
Tata Cara Henjalankan Penagihan Pajak dan Retribusi Daerah dengan 
Surat Paksa, sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu diperbaharui 
dengan menetapkan ketentuan-ketentuan tentang Tata Cara Penagihan 
Pajak dan Retribusi Da~rah dengan Surat Paksa d~lam suatu 
Peraturan Daerab. 

Dalam Peraturan Daerah ini selain diatur tentang Tata Cara 
Penagihan diatur pula ketentuan- ketentuan tentang biaya, tata 
cara p.enyetoran, penyitaan dan pelelangan barang, sehingga 
diharapkan adanya kelanc ran pelaksanaan pungutan pajak dan 
retribusi daerah serta semakin adanya kepatuban atau ketaatan 
para wajib pajak dan retr i busi daerah, yang sudah barang tentu 
diikuti pula dengan pembinaan kesadaran dan pengawasan kepada 
pihak- pihak yang bersangkutan. 

li . fiMJELASAB PASAL QIHI PASAM 

Pasal 1 huruf a dan b 	 Cukup jelas 
huruf c 	 Yang dimaksud dengan Wa j ib Pajak 

atau Retribusi Daerah disini 
ada la.h wajib pajak daerah 
seperti yang dimaksudkan dalam 
Undang- undang Komer 11 Drt tahun 
1957 dan jenis-jenis pajak pusat 
yang telah diserahkan kepada 
daerab atau wajib retribus i 
daerab seperti yang dimaksudltan 
dalam Undang- undang Nomor 12 
Drt tahun 1957. 

huruf d s/d k 	 Cukup jelas 

' ' (' 
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Pasal 2 aya·t (1} , ( 2) dan ( 3 ) ; Ketentuan waktu disini dimaksud­

Pasal 3 

Pasal 4 dan 5 

Paaal 6 ayat (1) 

ayat (2) 

ayat (3) 

Paaal 1 

kan untuk memberikan kesempatan 
atau waktu yang cutup kepada 
p nunggak atau penanqqung untuk 
mem nuhi kewaj ibannya. 

Ketentuan disini dimaksudkan 
untuk menohindari jalan yang 
panjang melalui perantaraan 
hukum P 9adilan Kegeri dan tidak 
mengurangi bak dari penunooak 
atau pananoouno pajak atau 
retribusi daerah untuk menqaju­
kan sanggahan terhadap pelaksa­
naan dalam bal penyitaan atau 
pelelangan . 

Cukup jelas 

Yang penunjukan dan penoangka­
tannya dengan leputusan lepala 
Daerah berdaaarkan usulan dari 
Kepala Dinas Pendapatan Daerah. 

Ketentuan disini dimaksudkan 
untuk mengikat juru sita supaya 
ber buat jujur dalam melaksanakan 
tugas. 

Ketentuan disini dimaksudkan 
aqar adanya keseraaian dalam 
pelaksanaan tuoaa kar'!na pada 
hakekatnya juru sita adalah 
merupakan aparat pembantu dari 
Di.nas P.sndapatan D1er.ah yanq 
ditugas i melaksanakaJi tagih.an 
pa jak ata retriouai daerah 
den~an ~urat pak~a. 

Basarnya biaya dalam Paaal ini 
berpedoman pada Peraturan tarip 
biaya Pengadilan sebagimana 
ters b t dalam staatsblad 1924 
Momor St4 d~noan perubahan dan 
ta.mbahannya , segala sesuatu 
disesuaikan. dftngan perkembangan 
hat·ga- hax·ga u;aum sex·ta basil 
perbandinoan denoan daerah lain. 
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Pasal 8 ayat (1), {2}, 	 (3) Pengelo•pokan dan pembagian 
dan ayat (4) 	 biaya pada k.etentuan ini dimak-. 

sudkan gun a rnemberi kan dorongan 
dan memperlancar pelaksanaan 
tugas dari juru s ita 

Pasal 9 ayat (1) dan (2) 	 Ketentuan disini dimaksudltan 
untuk menjaga terjaminnya kese­
lamatan uang negara. 

Pasal 19 huruf a 	 Yang dimaksudkan disini adalab 
alat perlengkapan yang dipakai 
sehari-bari sebagai mata penca­
harian. 

buruf b s/d f 	 Cukup jelas 

Pasal 11 	 ltetentuan disini dimak.sudkan 
untuk. menjela~kan babwa pada 
kenyataannya memang tidak semua 
an-Qgot a masyarakat merasa teri ­• 
kat pada ketentuan-ketentuan 
yang berlaku. 
Untuk rnenjaga kemungkinan sema­
cam hal tersebut, ·maka bantuan 
Pengadilan Negeri dan alat 
keamanan ne-gara diperlukan untult 
menjamin pelaksanaan Peraturan 
Daerah ini sebaik- baiknya tanpa 
ada pengecualian. 

Pasal 12 s/d 15 	 Cukup jelas. 
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